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BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  1 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI SANGGAU,

a.    bahwa pelaksanaan mengenai penetapan, penyaluran,
penggunaan,      dan     pemantauan      serta     evaluasi
pengelolaan   Dana   Desa   dan   penyaluran   Bantuan
Langsung  Tunai  Desa,  telah  diatur  dalam  Peraturan
Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap
Desa  di  Kabupaten  Sanggau  Tahun  Anggaran  2020,
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,   terakhir
dengan   Peraturan   Bupati   Nomor   19   Tahun   2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor
1   Tahun   2020   tentang  Tata   Cara   Pembagian   dan
Penetapan    Rincian    Dana    Desa    Setiap    Desa    di
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;

b.    bahwa  Dana  Desa  yang  digunakan  untuk  Bantuan
Langsung    Tunai     Desa,     telah     bermanfaat     bagi
perlindungan sosial masyarakat Desa yang terdampak
pandemi    Coro7ia    Vi`"s    Diseczse    2019     (CrovIZ|19)
sehingga jangka waktu pembayaran Bantuan Langsung
Tunai Desa perlu diperpanjang;

c.    bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  b  dan  untuk  meningkathan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan
penyempumaan   ketentuan   pengelolaan   Dana   Desa
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

d.   bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,  huruf b dan huruf c,  perlu
menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Perubahan
Ketiga  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  1  Tahun  2020
tentang Tata Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun
Anggaran 2020;



Mengin8at 1.    Undang-Undang    Nomor    27    Tahun    1959    tentang
Penetapan  Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun
1953   tentang   Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   di
Kalimantan   (IJembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun     1953    Nomor    9)    sebagai    Undang-Undang
(Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   1959
Nomor   72,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor  1820);

2.    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor    7,    Talnbahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5495) ;

3.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan   Daerah   (Ilembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5587),
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,   terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    2015
(Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2015
Nomor   58,   Tambahan   Ilembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5679);

4.    Peraturan     Pemerintah     Pengganti    Undang-Undang
Nomor   1   Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan
Negara    dan    Stabilitas    Sistem    Keuangan    Untuk
Penanganan   Pandemi   Coronci   VI"s   jltsease   20J9
(COVID-19)    dan/atau    Dalam    Rangka    Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau    Stabilitas    Sistem    Keuangan    (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2020   Nomor  87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485)  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020
(Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2020
Nomor   134,   Tambahan   I+embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6516);

5.    Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2014  tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan    Belanja    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun    2014     Nomor     168,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5558),
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,   terakhir
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2016
Nomor   57,   Tambahan   Ilembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5864);

6.    Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun   2020  tentang
Perubahan  Postur dan  Rincian  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

7.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah
beberapa   kali   diubah,   terakhir   dengan   Peraturan
Menteri  Keuangan  Nomor  156/PMK.07/2020  tentang
Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor  205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana
Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor  1193);

8.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun   Anggaran   2020   Dalam   Rangka   Penanganan
Pandemi    Coronci    Vjms    Disease    20J9    (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian     Nasional     (Berita    Negara     Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

9.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor lo1/PMK.07/2020
tentang   Penyaluran   dan   Penggunaan   Transfer   ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran  2020 Untuk
Mendukung Penanganan Pandemi Coroncz VI7Tts ZItseczse
2019  (COVID-19)   dan   Pemulihan   Ekonomi   Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor
866);

10.   Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Desa;

1 1.   Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 1 Tahun
2020  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

12.   Peraturan   Bupati   Sanggau   Nomor   62   Tahun   2020
tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan
dan     Belanja     Daerah     Tahun     Anggaran     2020,
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,   terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020;

MEMUTUSRAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN  BUPATI  NOMOR   1   TAHUN  2020  TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA  SETIAP  DESA  DI   KABUPATEN  SANGGAU  TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa  ketentuan   dalam   Peraturan  Bupati   Nomor   1
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa  di  Kabupaten  Sanggau
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun  2020  Nomor  1)  sebagaimana  telah  beberapa  kali
diubah dengan Peraturan Bupati :
a.   Nomor    13   Tahun    2020    tentang   Perubahan   atas

Peraturan  Bupati  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Tata
Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa



Setiap  Desa  di  Kabupaten  Sanggau  Tahun  Anggaran
2020  (Berita Daerah Kabupaten  Sanggau Tahun 2020
Nomor  13);

b.   Nomor  19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan  Bupati  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Tata
Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa
Setiap  Desa  di  Kabupaten  Sanggau  Tahun  Anggaran
2020  (Berita Daerah Kabupaten  Sanggau Tahun 2020
Nomor  19),

diubah sebagai berikut:

Ketentuan  ayat  (5)  dan  ayat  (6)  Pasal   17A  diubah  dan
diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (6a), sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A
(1)       Jaring    pengaman    sosial    di    Desa    sebagaimana

dimaksud dalam Pasal  17 ayat (1a) huruf b, berupa
BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(1a)     Dana     Desa     diprioritaskan     untuk     BIJT     Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

(2)       Pemerintah     Desa     wajib     menganggarkan     dan
melaksanakan   kegiatan   BLT   Desa   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) .

(3)      Calon    keluarga    penerima    manfaat    BLT    Desa
sebagalmana dimaksud  pada ayat (1)  paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.   keluarga    miskin    atau    tidak    mampu    yang

berdomisili di Desa bersangkutan; dan
b.   tidak   termasuk   penerima   bantuan    Program

Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Sembako,  dan
Kartu Pra Kelja.

(4)       Pendataan  calon  keluarga  penerima  manfaat  BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  huruf b
mempertimbangkan   Data   Terpadu   Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5)       Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) ditetapkan sebesar:
a.   Rp  600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah)  untuk

bulan  pertama sampai dengan bulan ketiga per
keluarga penerima manfaat; dan

b.   Rp  300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)   untuk
bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan
per keluarga penerima manfaat.

(6)      Pembayaran BIJT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat  (5)   dilaksanakan   selama  9   (sembilan)   bulan
paling cepat bulan April 2020.

(6a)    Dalam  hal  Dana Desa yang telah  digunakan  untuk
pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada



ayat  (6)  masih  terdapat  sisa,   kepala  Desa  dapat
menggunakan   sisa   Dana   Desa   untuk   program
stimulus di Desa antara lain untuk padat karya tunai
dan  peningkatan  badan  usaha  milik  desa  dengan
berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa
yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Desa,  Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dihapus.
Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerina manfaat BLT Desa
dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan  oleh Kementerian  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11
Peraturan   Bupati   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal
diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan
pengundangan      Peraturan      Bupati      ini      dengan
penempatannya    dalam    Berita    Daerah    Kabupaten
San88au.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI SANGGAU ,

ITD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ITD

KUKUH TRIYATMARA

BERITA DAERArl KABupATEN sANGGAu TAHUN 2o2O NOMOR 78

Pembina (IV/a)
NIP.  19770315 200502 2 002


